
 

 

 

 

 

 

 
BUPATI CILACAP 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR  80 TAHUN  2017 

 
TENTANG 

 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN 
TRANSPORTASI DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CILACAP, 
 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, menyebutkan bahwa Tunjangan komunikasi intensif 

diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada  
Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan reses diberikan 
setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD;  

  b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan Pasal 22               
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa Anggota DPRD 

dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan 
transportasi dan dana operasional Pimpinan DPRD diberikan 
setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk 

menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 

pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-
hari; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Cilacap tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan 
Reses, Tunjangan Transportasi dan Dana Operasional Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2017; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 



 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

6.   Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

7.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104 ); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 134); 

 

11.   Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2016 Nomor 12); 

 

12.   Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap   Nomor 140); 
 

 
                       
 



 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN TRANSPORTASI 

DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 
2017. 

 
Pasal  1 

 

Memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Cilacap sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus 
ribu rupiah) per orang per bulan terhitung mulai bulan Agustus  
2017. 

 
Pasal  2 

 
Memberikan Tunjangan Reses kepada Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap sebesar     

Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)  
setiap melaksanakan reses. 

 

Pasal  3 
 

Memberikan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 8.400.000,- 
(delapan juta empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan 

terhitung mulai bulan Agustus 2017. 
 

Pasal  4 
 

(1) Memberikan Dana Operasional kepada Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap sebesar 
Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per 
bulan. 

(2) Memberikan Dana Operasional kepada setiap Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap 

sebesar  Rp 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh 
ribu rupiah) per bulan. 

(3) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris 
DPRD dan dianggarkan dalam Pos Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Cilacap. 

(4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan : 

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus 
untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan 

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dan 

operasional lainnya. 
 

 
 
 

 
 
 



 

Pasal  5 
 

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan kepada Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap. 

 
                         

 Pasal 6 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan 
Bupati Cilacap Nomor : 173/92/13/Tahun 2017 tentang 

Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.  

 

  Pasal  7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 
  
 

 Ditetapkan di Cilacap 
 pada tanggal 25 Agustus 2017 

 
BUPATI CILACAP, 

 
 

ttd 
 
 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

 
 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal 25 Agustus 2017 
 

Plt. SEKRETARIS  DAERAH 
   KABUPATEN CILACAP 
KEPALA BAPPELITBANGDA, 

 
 

           ttd 
 
 

  FARID MA’RUF 
 

       
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN  2017  NOMOR 80_ 


